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Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan terakhir kali
bertempat tinggal atau berdomisili di JI. Santun Ujung No. 105,
Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam
hal ini memberikan Kuasa kepada RIDHO REJEKI PANDIANGAN,
S.H., ML.H., BINTANG CHRISTINE MESTIKA NOVA, S.H.,M.H.,
DANIEL MARBUN, S.H., RIZKI NAINGGOLAN, S.H.,M.Kn. dan
HERRY BENNYTO SIHOMBING, S.H., masing-masing adalah
Advokat/Pengacara, Penasihat dan Konsultan Hukum pada LAW
OFFICE Ridho,Bintang,Gerald (RBG) & Partnergang beralamat di
JI. Sultan Agung No. 15, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan
Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Hp 0812 6505
0298, 0813-6279-4422, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
14 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/165/HK00/I11/2022, tanggal 14
Maret 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23

Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Desember 2021 dalam Register Nomor
299/Pdt.G/2021/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER

PASARIBU memiliki 6 orang anak (1 laki-laki dan 5 perempuan) yaitu:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

LEONARD BERMAN HASIBUAN (ALM);
PADMA HERALINA BR. HASIBUAN (ALM);
LANARTA RUMIA BR. HASIBUAN;
RISMAWATY BR. HASIBUAN (ALM);
NURSI DUMARIA BR. HASIBUAN (ALM);
ERNA SURIANI BR. HASIBUAN;

Selanjutnya ke 6 (enam) orang tersebut disebut sebagai Ahli Waris ALM.
DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU;
2. Bahwa ALM. DJIHAR HASIBUAN meninggal dunia pada tanggal 23
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September 1993 dan ALMH. LOIKER PASARIBU meninggal dunia pada

tanggal 11 Agustus 2016;

3. Bahwa semasa hidup ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER
PASARIBU bertempat tinggal di Dusun VII Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung
Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa LEONARD BERMAN HASIBUAN telah meninggal dunia pada
tanggal 03 Maret 2021 dan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:
4.1. METTY ROULI SIMANJUNTAK (Istri);

4.2. CHRISTIN HASIBUAN;

4.3. IMELDA GRATIA HASIBUAN;

5. Bahwa PADMA HERALINA BR. HASIBUAN telah meninggal dunia pada
tanggal 06 Oktober 2012 dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris
yaitu:

5.1. TIGOR NABABAN (Suami);

5.2. JENNY JULIANA BR NABABAN;

5.3. VIVI LIDYA BR NABABAN;

5.4. WINDA MONIKA BR NABABAN;

6. Bahwa RISMAWATY BR. HASIBUAN telah meninggal dunia pada tanggal
13 Agustus 2005 dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu
6.1. DRS. EDI PRAJITNO (Suami);

6.2. JOSHUA REYNARD NOVEDI;

7. Bahwa ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU
selanjutnya disebut sebagai Pewaris ada meninggalkan harta warisan
yaitu:

7.1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas * 190 M2
(Rumah Peninggalan Pewaris), yang terletak di Dusun VII Desa
Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No:
72655/A/X1/8, Tanggal 3 September 1974, yang diterbitkan Bupati
Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;

7.2. Sebidang Tanah seluas + 3.240 M2 jenis sawah, yang terletak di Desa
Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai
dengan Surat Keterangan No. 593.21/065, Tanggal 30 Juni 1992,
yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Sari dan diketahui Camat
Tanjung Morawa;

7.3. Sebidang tanah seluas + 2830 M2, yang terletak di Desa Bangun

Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat
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8.

10.

11.

12.

13.

Keterangan Tanah No. 70904/A/X1/8, Tanggal 28 Agustus 1974, yang

diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;
Bahwa sejak pewaris meninggal dunia obyek warisan berupa rumah
peninggalan sebagaimana dimaksud dalam point 7.1 di atas, di kuasai dan
ditempati oleh Alm. LEONARD BERMAN HASIBUAN semasa hidupnya
dengan Tergugat;
Bahwa obyek warisan berupa sebidang Tanah seluas + 3.240 M2
sebagaimana dimaksud dalam point 7.2 di atas, semasa hidup pewaris
disewakan kepada Rajin Johanes Tarigan Warga Dusun V G. Karoja, Desa
Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa untuk dijadikan sebagai sawah dengan
harga sewa tanah sebesar Rp. 800.000,- sekali panen atau per enam
bulan, dan sejak pewaris meninggal dunia sewa tanah tersebut diterima
oleh Alm. LEONARD BERMAN HASIBUAN semasa hidupnya dengan
Tergugat, namun setelah LEONARD BERMAN HASIBUAN meninggal
dunia Para Penggugat telah menyampaikan kepada penyewa tanah agar
uang sewa tersebut diserahkan kepada Para Penggugat karena Para
Penggugat belum pernah menikmati atau menerima hasil dari sewa tanah
tersebut dan Para Penggugat baru sekali menerima uang sewa tanah
tersebut;
Bahwa setelah ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN meninggal dunia, 4
(empat) hari kemudian Tergugat langsung meninggalkan rumah
peninggalan pewaris yang terletak di Dusun VII Desa Bangun Sari, Kec.
Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang dan membawa kunci rumah tanpa ada
pemberitahuan kepada Para Penggugat hingga saat ini sehingga rumah
tersebut tidak terurus seperti halaman rumah telah ditutupi rumput-rumput
yang panjang sehingga kesannya rumah tersebut sudah lama tidak
ditempati dan apabila terus dibiarkan maka rumah tersebut akan hancur;
Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah peninggalan pewaris hingga
saat ini, berdasarkan informasi yang di peroleh Para Penggugat, saat ini
Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di JI. Santun Ujung No. 105,
Kel,. Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan;
Bahwa semasa hidup pewaris belum pernah dilakukan pembagian harta
baik rumah maupun tanah dan semasa hidupnya juga tidak pernah ada
wasiat kepada para ahli waris sehingga obyek harta warisan sebagaimana
dimaksud dalam point 7 di atas masih sah sebagai boedel waris;
Bahwa surat-surat asli dari obyek harta warisan tersebut dikuasai oleh

Tergugat dan Para Penggugat sudah pernah meminta surat-surat asli
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14.

15.

16.

17.

tersebut dari Tergugat untuk tujuan penjualan harta warisan agar dilakukan

pembagian rata bagi semua ahli waris namun Tergugat selalu menolak dan

tidak bersedia memberikan surat-surat tersebut;

Bahwa sejak ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN, Para Penggugat dan

Tergugat sudah pernah membahas mengenai pembagian harta warisan

tersebut namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada niat atau itikad

baik untuk melakukan pembagian harta warisan tersebut, dan oleh karena

itulah makanya gugatan ini dimajukan ke Pengadilan;

Bahwa oleh karena ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER

PASARIBU atau pewaris telah meninggal dunia, sesuai ketentuan Pasal

832 KUHPerdata maka sangat beralasan hukum agar Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam Kelas I-A menyatakan PENGGUGAT |, PENGGUGAT II,

PENGGUGAT Ill, PENGGUGAT 1V, PENGGUGAT V dan TERGUGAT

adalah ahli waris sah dari ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER

PASARIBU;

Bahwa oleh karena pewaris telah meninggal dunia dan ada meninggalkan

harta warisan maka terbukalah pembagian warisan sesuai ketentuan Pasal

830 KUHPerdata sehingga sangat berasan hukum bagi Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam Kelas I-A menerima gugatan ini;

Bahwa oleh karena pewaris telah meninggal dunia dan ada meninggalkan

harta warisan maka patut dan layak agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

menyatakan bahwa obyek harta warisan berupa:

17.1.Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas + 190 M2
(Rumah Peninggalan Pewaris), yang terletak di Dusun VII Desa
Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No:
72655/A/X1/8, Tanggal 3 September 1974, yang diterbitkan Bupati
Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;

17.2.Sebidang Tanah seluas + 3.240 M2 jenis sawah, yang terletak di Desa
Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai
dengan Surat Keterangan No. 593.21/065, Tanggal 30 Juni 1992,
yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Sari dan diketahui Camat
Tanjung Morawa;

17.3.Sebidang tanah seluas + 2830 M2, yang terletak di Desa Bangun
Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat
Keterangan Tanah No. 70904/A/X1/8, Tanggal 28 Agustus 1974, yang

diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;
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18.

19.

20.

21.

22.

Adalah sah menjadi boedel waris yang belum dibagi oleh PARA
PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa oleh karena pewaris sudah meninggal dunia dan sudah terbuka
pewarisan atau pembagian warisan dan sesuai ketentuan Pasal 852
KUHPerdata, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam Kelas I-A untuk menetapkan PENGGUGAT |, PENGGUGAT
I, PENGGUGAT Ill, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan TERGUGAT
memperoleh bagian yang sama masing-masing 1/6 (satu perenam) bagian
dari seluruh harta warisan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada niat dan itikad baik untuk
melakukan pembagian harta warisan tersebut, maka sangat beralasan
hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A menetapkan dan
memberikan kuasa kepada Para Penggugat baik bertindak secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan penjualan seluruh
harta warisan tersebut dan hasil penjualannya dibagi rata kepada
PENGGUGAT |, PENGGUGAT Il, PENGGUGAT Ill, PENGGUGAT 1V,
PENGGUGAT V dan TERGUGAT, masing-masing mendapat 1/6 (satu
perenam) bagian dari seluruh harta warisan;

Bahwa oleh karena seluruh asli bukti-bukti kepemilikan hak atas seluruh
harta warisan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka untuk
kepentingan penjulalan harta warisan oleh Para Penggugat sangat
beralasan hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A
menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh asli bukti-bukti
kepemilikan harta warisan tersebut kepada Para Penggugat sejak putusan
berkekuatan hukum tetap;

Bahwa apabila pelaksanaan penjualan harta warisan oleh Para Penggugat
tidak tercapai, maka patut dan layak penyelesaiannya dilakukan melalui
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dan hasilnya dibagikan kepada
PENGGUGAT |, PENGGUGAT IlI, PENGGUGAT Ill, PENGGUGAT 1V,
PENGGUGAT V dan TERGUGAT dengan bagian yang sama masing-
masing 1/6 (satu perenam) bagian dari hasil penjualan harta warisan;
Bahwa mengingat seluruh asli bukti-bukti kepemilikan hak atas harta
warisan tersebut dikuasi oleh Tergugat dan oleh karena Tergugat tidak ada
niat untuk melakukan pembagian warisan, untuk menghindari tindakan
Tergugat untuk mengalihkan, membebani hutang, menggadaikan harta
warisan tersebut, maka agar gugatan ini tidak sia-sia(illusoir) patut dan

layak agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A meletakkan sita
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jaminan terhadap seluruh harta warisan tersebut;

23.Bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat adalah penghukuman untuk
melakukan sesuatu perbuatan yaitu untuk menyerahkan seluruh asli bukti-
bukti kepemilikan hak atas harta warisan tersebut kepada Para Penggugat,
maka apabila Tergugat lalai cukup beralasan hukum agar Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A menghukum Tergugat untuk membayar
uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap
hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan vyang telah
berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat

memohon kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A menetapkan hari

persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir pada hari persidangan
dan selanjutnya memeriksa perkara ini dan memutus perkara ini dengan amar
putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan PENGGUGAT |, PENGGUGAT IlI, PENGGUGAT IlI,
PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan TERGUGAT adalah ahli waris sah
dari ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU;

3. Menyatakan bahwa harta warisan ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH.
LOIKER PASARIBU berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas + 190 M2 (Rumah
Peninggalan Pewaris), yang terletak di Dusun VIl Desa Bangun Sari,
Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,
sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No: 72655/A/XI/8, Tanggal 3
September 1974, yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Deli Serdang;

2. Sebidang Tanah seluas £ 3.240 M2 jenis sawah, yang terletak di Desa
Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan
Surat Keterangan No. 593.21/065, Tanggal 30 Juni 1992, yang
diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Sari dan diketahui Camat Tanjung
Morawa;

3. Tanah seluas + 2830 M2, yang terletak di Desa Bangun Sari, Kec.
Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan
Tanah No. 70904/A/X1/8, Tanggal 28 Agustus 1974, yang diterbitkan
oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Adalah sah menjadi boedel waris yang belum dibagi oleh PARA

PENGGUGAT dan TERGUGAT;
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4. Menetapkan PENGGUGAT |, PENGGUGAT I, PENGGUGAT Il
PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan TERGUGAT memperoleh bagian
yang sama masing-masing 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh harta
warisan;

5. Menetapkan dan memberikan kuasa kepada Para Penggugat baik
bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan
penjualan seluruh harta warisan dan hasil penjualannya dibagi rata kepada
PENGGUGAT |, PENGGUGAT IlI, PENGGUGAT Ill, PENGGUGAT IV,
PENGGUGAT V dan TERGUGAT, masing-masing mendapat 1/6 (satu
perenam) bagian dari seluruh harta warisan;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh asli bukti-bukti
kepemilikan harta warisan kepada Para Penggugat sejak putusan
berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan apabila pelaksanaan penjualan harta warisan oleh Para
Penggugat tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Kelas [-A, dan hasilnya dibagikan kepada
PENGGUGAT |, PENGGUGAT I, PENGGUGAT Ill, PENGGUGAT 1V,
PENGGUGAT V dan TERGUGAT dengan bagian yang sama masing-
masing mendapat 1/6 (satu perenam) bagian dari hasil penjualan harta
warisan;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta
warisan;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat
melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para
Penggugat telah datang Kuasanya yaitu ELVIS HASIBUAN, S.H Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan: Advokat dan Penasihat Hukum pada “LAW
OFFICE HASIBUAN & PARTNERS”yang berkedukan kantor di JI. Setia Budi
Pasar Il No. 38 D, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 20 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/19/HKm.00/1/2022, tanggal
10 Januari 2022 dan untuk pihak Tergugat hadir kuasanyaRIDHO REJEKI
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PANDIANGAN, S.H., M.H., BINTANG CHRISTINE MESTIKA NOVA,
S.H.,M.H., DANIEL MARBUN, S.H., RIZKI NAINGGOLAN, S.H.,M.Kn. dan
HERRY BENNYTO SIHOMBING, S.H., masing-masing adalah
Advokat/Pengacara, Penasihat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE
Ridho,Bintang,Gerald (RBG) & Partnerygang beralamat di JI. Sultan Agung
No. 15, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Hp 0812 6505 0298, 0813-6279-4422, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2022, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:
W2.U4/165/HK00/111/2022, tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, kepada para pihak yang hadir telah diupayakan Mediasi
sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Rl No. 1 tahun 2016
tentang Mediasi, dengan Hakim Mediator Rina Sulastri Jennywati, S.H.,dan
berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 21 Maret 2022 bahwa mediasi tersebut
belum berhasil dan oleh karena itu juga sesuai dengan Pasal 154 RBg Majelis
Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang

berpekara, tetapi para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan
Para Penggugat, yang mana Para Penggugat mengajukan Perbaikan gugatan
terhadap alamat dari Tergugat, dimana semula disebutkan beralamat di Dusun
VIl Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara, dan terakhir kali bertempat tinggal atau berdomisli di
JI. Santun Ujung No. 105, Kelurahan Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Kota
Medan, kemudian diperbaiki menjadi di Dusun VII Desa Bangun Sari,
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera
Utara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat
telah memberikan eksepsi dan jawaban tertulisnya yang disampaikan

dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
TERGUGAT

A. DALAM EKSEPSI
I. BEBERAPA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM
(LEGAL STANDING) atau TIDAK MEMILIKI KAPASITAS
MENGAJUKAN GUGATAN;
1. Bahwa PENGGUGAT | dalam gugatana quo adalah Ahli Waris dari
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Almh. PADMA HERALINA BR HASIBUAN yang terdiri adari TIGOR
NABABAN, JENNY JULIANA BR NABABAN, VIVI LIDYA BR
NABABAN, WINDA MONIKA BR NABABAN;
Bahwa TIGOR NABABAN merupakan suami dari Almh. PADMA
HERALINA BR HASIBUAN;
Bahwa selanjutnya PENGGUGAT Ill dalam gugatan a quo adalah
Ahli Waris dari Almh. RISMAWATY BR HASIBUAN yang terdiri dari
DRS. EDY PRAJITNO dan JOSHUA REYNARD NOVEDI;
Bahwa DRS. EDY PRAJITNO adalah suami dari Alimh. RISMAWATY
BR HASIBUAN;
Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah harta warisan
yang belum pernah dilakukan pembagian milik ALM.DJIHAR
HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU ic. orangtua dari Almh.
PADMA HERALINA BR HASIBUAN dan Almh. RISMAWATY BR
HASIBUAN;
Bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata yang berhak menjadi
ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar
kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama;
Bahwa lebih lanjut mengenai Waris, Prof.Subekti,S.H.{bid, hal 100-
101 dalam bukunya yang berjudul Pokok-p\Pokok Hukum Perdata),
menjelaskan bahwa meurut Undang-undang ada tiga macam
penggantian;
1. Penggantian dalam garis lencang ke bahwah
“ini dapat terjadi dengan tiada batasnya. Tiap anak yang
meninggal lebih dahulu, digantikan oleh semua anak-anaknya,
begitu pula jika dari pengganti-pengganti ini ada salah satu yang
meninggal lebih dahulu lagi, ia juga digantikan oleh ank-
anaknya, dan begitu seterusnya...;
Bahwa berdasarkan hal di atas maka jelas yang menjadi ahli waris
dari ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU
adalah seluruh anak-anaknya berdasarkan penggantian dari anak-
anak yang sudah meninggal ic. cucu ALM.DJIHAR HASIBUAN dan
ALMH. LOIKER PASARIBU;
Bahwa dalam hal ini Alimh. PADMA HERALINA BR HASIBUAN dan
Almh. RISMAWATY BR HASIBUAN yang merupakan anak dari
ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU telah

meninggal dunia maka digantikan oleh anak-anaknya saja dengan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

II. GUGATAN ERROR IN PERSONA karena salah satu TERGUGAT

ketentuan segenap turunan dari satu orang yang meninggal lebih
dahulu harus dianggap sebagai suatu “taak” (cabang) dan
bersama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan;
Bahwa dengan demikian TIGOR NABABAN yang merupakan suami
dari Almh. PADMA HERALINA BR HASIBUAN dan DRS. EDY
PRAJITNO yang merupakan suami dari Almh. RISMAWATY BR
HASIBUAN tidak memiliki kepentingan atas harta waris
ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU;

Bahwa sejalan dengan adagium point d’inters point d’action yang
bermakna apabila ada kepentingan maka dapat mengajukan
gugatan;

Bahwa selanjutya dalam pertimbangan Mahkamah Agung Rl dalam
putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971
mensyaratkan : “Gugatan harus diajukan oleh orang vyang
mempunyai hubungan hukum®;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka
TIGOR NABABAN dan DRS. EDY PRAJITNO tidak memiliki
hubungan hukum dengan harta waris ALM.DJIHAR HASIBUAN dan
ALMH. LOIKER PASARIBU dan bukan merupakan ahli waris dari
waris ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU
sehingga tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak memiliki
kapasitas dalam mengajukan gugatan;

Bahwa M.YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya berjudulHukum
Acara Perdata (hal 111-136) disebutkan “bahwa yang bertindak
sebagai PENGGUGAT haruslah orang yang benar-benar memiliki
kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, dimana
kekeliruan  dan  salah  bertindak sebagai PENGGUGAT
mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil?

Bahwa karena salah satu dari PENGGUGAT | dan PENGGUGAT llI
tidak memiliki kedudukan hukum atau hubungan hukum dan tidak
memiliki kapasitas mengajukan gugatan maka gugatana quo tidak
memenuhi syarat formil sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat

diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

bukan berkapasitas sebagai TERGUGAT;

1.

Bahwa yang menjadi TERGUGAT dalam gugatana quo adalah ahli
waris ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN dan selanjutnya
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diterangkan dalam gugatan a quo halaman 3 angka 4 yang ahli
waris ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN vyaitu METTY ROULI
SIMANJUNTAK (istri), CHRISTIN HASIBUAN dan IMELDA GRATIA
HASIBUAN;

Bahwa sejalan dengan seluruh uraian pada poin | di atas maka tidak
seluruh AHLI WARIS ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN
berkapasitas sebagai TERGUGAT;

Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah harta warisan

milik ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU ic.
orangtua dari ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN sehingga yang
menjadi ahli waris atas harta ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH.
LOIKER PASARIBU adalah anak-anaknya;

Bahwa dalam hal ada anak-anak ALM.DJIHAR HASIBUAN dan
ALMH. LOIKER PASARIBU yang telah meninggal dunia maka
digantikan oleh anak-anaknya saja dengan ketentuan segenap
turunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus
dianggap sebagai suatu “taak” (cabang) dan bersama-sama

memperoleh bagian orang yang mereka gantikan;

Bahwa salah satu ahli waris ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH.
LOIKER PASARIBU ic. ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN telah
meninggal dunia maka ahli waris penggantinya adalah anak-
anaknya saja sehingga istri ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN
yaitu METTY ROULI SIMANJUNTAK tidak merupakan ahli waris
ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU;

Bahwa oleh karena tidak seluruh ahli waris ALM. LEONARD
BERMAN HASIBUAN merupakan ahli waris dari ALM.DJIHAR
HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU maka METTY ROULI
SIMANJUNTAK tidak tepat dijadikan dan ditarik sebagai
TERGUGAT adalam gugatana quo;

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan a quo telah salah dalam

menetapkan pihak TERGUGAT dengan kata lain error in persona

sehingga gugatan a quo mengandung cacat formil dan haruslah

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

lll. Gugatan Penggugat Obscur Libel (Tidak jelas dan kabur)

1. Bahwa setelah membaca dan memahami Gugatan Penggugat pada point

4 halaman 2 yang menyatakan bahwa NURSI DUMARIA HASIBUAN
yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT |V;
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2. Bahwa dan selanjutnya pada halaman 3 dalam gugatan Penggugat
jelas tertulis pada Point 1 (1.5) NURSI DUMARIA BR.HASIBUAN
(ALM), dimana orang yang dimaksud adalah Penggugat 1V;

3. Bahwa oleh karena adanya perbedaan tentang Penggugat IV
sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Gugatan, maka
Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur libel) dan
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas

mohon dianggap juga telah diuraikan dalam pokok perkara dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis

mutandis;

. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil yang dikemukakan

PENGGUGAT kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

. Bahwa ahli waris dari ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER

PASARIBU adalah 6 (enam) orang anak-anaknya yaitu ALM.LEONARD
BERMAN HASIBUAN, ALM. PADMA HERALINA BR. HASIBUAN
(ALM), LANARTA RUMIA BR. HASIBUAN, RISMAWATY BR.
HASIBUAN (ALM), NURSI DUMARIA BR. HASIBUAN, dan ERNA
SURIANI BR. HASIBUAN;

. Bahwa ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU telah

meninggalkan harta waris yang hingga saat ini masih belum dibagi yaitu:

1) Sebidang tanah dan bangunan seluas * 190 M yang terletak di
Dusun VII, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan Tanah
No. 72655/A/XI/8 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang
tertanggal 3 September 1974;

2) Sebidang tanah sawah seluas + 3.240 M yang terletak di Desa
Bangun Sari, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat
Keterangan No. 593.21/1065 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Bangun Sari tertanggal 30 Juni 1992;

3) Sebidang tanah seluas + 2830 M? yang terletak di Desa Bangun
Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai
dengan Surat Keterangan Tanah No. 70904/A/XI/8 yang dikelluarkan
oleh Bupati Deli Serdang tertanggal 28 Agustus 1974;

5. Bahwa semasa hidupnya ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN
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10.

11.

12.

13.

bersama istri dan anak-anaknya tinggal bersama dengan kedua orang
tuanya ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU
dirumah orangtuanya yang terletak di Dusun VII Desa Bangun Sari;
Bahwa uang sewa tanah sawah yang dimaksudkan PENGGUGAT
dalam dalil gugatannya halaman 4 angka 9 sampai dengan tahun 2016
masih diterima oleh Almh. LOIKER PASARIBU sendiri dan setelah
Almh. LOIKER PASARIBU meninggal barulah ALM.LEONARD
BERMAN HASIBUAN menerima uang sewa tanah sawah tersebut;
Bahwa angka 9 dalil gugatan PENGGUGAT halaman 4 tersebut juga
mengakui bahwa PENGGUGAT telah menerima uang sewa tanah
tersebut sebanyak 1 kali dimana hal ini berarti PENGGUGAT dan
TERGUGAT sama-sama telah menikmati dan memperoleh uang sewa
tanah sawah tersebut;

Bahwa angka 10 halaman 4 dalil gugatan PENGGUGAT yang intinya
menyatakan 4 (empat) hari setelah ALM.LEONARD BERMAN
HASIBUAN TERGUGAT langsung meninggalkan rumah dan membawa

kunci sehingga rumah tersebut tidak terurus sama sekali tidak benar;

. Bahwa faktanya adalah sehari setelah acara pemakaman

ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN tepatnya tanggal 6 Maret 2021,
TERGUGAT pergi berjiarah dan sepulangnya dari berjiarah,
TERGUGAT melihat PENGUGAT sudah berada di teras rumah tersebut
dan saat itu PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar diberikan
kunci rumah tersebut;

Bahwa karena TERGUGAT masih bertempat tinggal dirumah tersebut
maka TERGUGAT menolak memberikan kunci rumah tersebut sehingga
saat itu terjadi keributan karena PENGGUGAT memaksa meminta kunci
rumah tersebut;

Bahwa karena TERGUGAT menolak memberikan kunci kemudian
PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT di rumah tersebut;

Bahwa TERGUGAT mengalami trauma dan ketakutan yang sangat
mendalam akibat perbuatan TERGUGAT apalagi hal ini terjadi baru 1
(satu) hari setelah meninggalnya ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN
yang merupakan saudara laki-laki satu-satunya dari PENGGUGAT;
Bahwa karena ketakutannya TERGUGAT memutuskan untuk
menumpang dirumah keluarganya untuk menenangkan diri karena
masih berduka dan juga dengan maksud menghindari keributan dengan

PENGGUGAT;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Bahwa kemudian TERGUGAT menerima panggilan dari Kepala Desa
Bangun Sari atas laporan PENGGUGAT dan kemudian telah dilakukan
mediasi di kantor Kepala Desa dimana PENGGUGAT meminta kunci
rumah tersebut beserta seluruh surat-surat tanah milik ALM.DJIHAR
HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU dengan alasan rumah
tersebut akan ditempati oleh PENGGUGAT;

Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan mediasi di kantor Kepala
Desa kemudian diadakan mediasi lagi dirumah tersebut oleh Marga
Pasaribu namun tidak juga mendapati kesepakatan karena
PENGGUGAT tetap meminta kunci rumah tersebut padahal
TERGUGAT masih menempati rumah itu;

Bahwa karena kedua mediasi tersebut gagal maka kemudian
PENGGUGAT membuat laporan polisi di Polres Deli Serdang yang
melaporkan Istri ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN i.c METTY
ROULI SIMANJUNTAK dengan dugaan penggelapan surat-surat
kepemilikan rumah dan tanah ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH.
LOIKER PASARIBU;

Bahwa di Polres Deli Serdang Istri ALM.LEONARD BERMAN
HASIBUAN i.c METTY ROULI SIMANJUNTAK menyatakan bahwa
surat-surat kepemilikan rumah dan tanah tersebut semula ada pada
penguasaan suaminya ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN sehingga
saat ini sangat wajar ada pada penguasaan TERGUGAT;

Bahwa tanpa sepengetahuan TERGUGAT, PENGGUGAT bersama
dengan beberapa orang lain telah membobol rumah yang terletak di
Dusun VII, Desa Bangun Sari yaitu rumah yang selama ini ditempati
TERGUGAT dan hal tersebut diketahui TERGUGAT karena
disampaikan oleh Kepala Desa Bangun Sari;

Bahwa karena semua kunci rumah telah dibobol dan diganti dengan
yang baru oleh PENGGUGAT sehingga TERGUGAT tidak dapat masuk
saat hendak kembali menempati rumah tersebut padahal seluruh
barang-barang milik TERGUGAT masih berada di dalam rumah
tersebut;

Bahwa dengan adanya keterangan sebagaimana telah diuraikan di
atas, gugatan PENGGUGAT angka 14 halaman 5 yang menyatakan
TERGUGAT tidak memiliki itikad baik adalah hal yang mengada-ada;
Bahwa semasa hidupnya ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER

PASARIBU telah menyerahkan langsung seluruh surat-surat
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kepemilikan rumah dan tanah tersebut kepada ALM.LEONARD

BERMAN HASIBUAN dan memberi pesan atautona (Bhs.Batak) agar

seluruh surat tersebut dipegang oleh ALM.LEONARD BERMAN

HASIBUAN sehingga saat ini setelah meninggalnya ALM.LEONARD

BERMAN HASIBUAN sudah sangat tepat berada pada anak-anak

ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN selaku ahli waris pengganti dari

ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN sehingga dalil gugatan

PENGGUGAT angka 20 halaman 6 haruslah ditolak;

22.Bahwa berdasarkan seluruh wuraian di atas maka ALM.DJIHAR
HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU adalah 6 (enam) orang
anak-anaknya yaitu :

1) ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN dan yang menjadi ahli waris
pengganti adalah CHRISTINE HASIBUAN dan IMELDA GRATIA
HASIBUAN;

2) ALM. PADMA HERALINA BR. HASIBUAN (ALM) dan yang menjadi
ahli waris pengganti adalah JENNY JULIANA BR. NABABAN, VIVI
LIDYA BR. NABABAN DAN WINDA MONIKA BR. NABABAN;

3) LANARTA RUMIA BR. HASIBUAN;

4) RISMAWATY BR. HASIBUAN (ALM) dan yang menjadi ahli waris
pengganti adalah JOSHUA REYNARD NOVEDI;

5) NURSI DUMARIA BR. HASIBUAN;

6) ERNA SURIANI BR. HASIBUAN;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan
di atas, dengan iniTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT;

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER

PASARIBU adalah 6 (enam) orang anak-anaknya yaitu :

1) ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN dan yang menjadi ahli waris
pengganti adalah CHRISTINE HASIBUAN dan IMELDA GRATIA
HASIBUAN;

2) ALM. PADMA HERALINA BR. HASIBUAN (ALM) dan yang menjadi ahli
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waris pengganti adalah JENNY JULIANA BR. NABABAN, VIVI LIDYA
BR. NABABAN DAN WINDA MONIKA BR. NABABAN;

3) LANARTA RUMIA BR. HASIBUAN;

4) RISMAWATY BR. HASIBUAN (ALM) dan yang menjadi ahli waris
pengganti adalah JOSHUA REYNARD NOVEDI;

5) NURSI DUMARIA BR. HASIBUAN;

6) ERNA SURIANI BR. HASIBUAN;

3. Menyatakan TERGUGAT tetap menempati rumah yang terletak di Dusun
VIl, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 72655/A/XI/8 yang
dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang tertanggal 3 September 1974;

4. Menyatakan asli surat-surat kepemilikan atas harta warisan peninggalan
ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU tetap pada
penguasaan ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN dalam hal ini dibawah
penguasan ahli waris penggantinya yaitu CHRISTINE HASIBUAN dan
IMELDA GRATIA HASIBUAN;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para PENGGUGAT;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut,
selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan
Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 04 April 2022 yang pada
pokoknya sama dengan dalil-dalil gugatan semula disertai dengan bantahan
atas eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Hukum Para Penggugat
tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara
tertulis pada persidangan tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya
menyatakan tetap mempertahankan jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa
Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :
1. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/1688,

tanggal 16 Agustus 2106, diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Sari, Kec.
Tanjung Morawa yang telah diregister pada tanggal 22 Agustus 2016 dan
diketahui oleh Camat Tanjung Morawa, diberi tanda Bukti P-1;

2. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor 72655/A/XI/8,
tertanggal 03 September 1974, diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti P-2;
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3. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Nomor 593.21/1065
tertanggal Bangun Sari 30 Junii 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Bangun Sari, diberi tanda Bukti P- 3;

4. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor 70904/A/XI/8
tanggal 28 Agustus 1974, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti P- 4;

5. Foto Kondisi Rumah peninggalan sejak rumah tersebut tidak ditempati
atau sejak Tergugat meninggalkan rumah tersebut, diberi tanda Bukti P- 5;

6. Foto — foto kondisi rumah dan halaman rumah sejak Para Penggugat
menguasai dan merawat rumah peninggalan tersebut, diberi tanda Bukti
P- 6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan
sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sd P-4 berupa fotokopi dari fotokopi
tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti
surat tersebut kepada Kuasa Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut
dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut
dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Para
Penggugat untuk mengajukan Saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat
menyatakan hanya mengajukan bukti- bukti surat saja dan tidak akan
menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat

melalui Kuasanya, mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yaitu :

1. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/1688,
tanggal 16 Agustus 2016, diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Sari Kec.
Tanjung Morawa yang telah diregister pada tanggal 22 Agustus 2016 dan
diketahui oleh Camat Tanjung Morawa, diberi tanda Bukti..................... T-1;

2. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor 72655/A/XI/8,
tertanggal 03 September 1974, diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti...........cceevueiiiiiiiineennnnnnns, T-2;

3. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Nomor 593.21/1065 tertanggal
Bangun Sari 30 Junii 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun
Sari, diberi tanda BUKLi......ocuvieiiiiii e T- 3;

4, Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor 70904/A/X1/8

tanggal 28 Agustus 1974, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti...............ccoiieiiniiinn... T-4;
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5. Foto Copy dari Asli Surat Kematian Alm leonard Berman Hasibuan nomor
474.3/3673, tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan Kepala Desa
Bangun Sari dan diketahui Camat Tanjung Morawa, diberi tanda Bukti T- 5;

6. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris Leonard Berman
Hasibuan yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Nomor 470/4069
tanggal 13 September 2021 diketahui oleh Kepala Desa Bangun Sari
diagendakan Camat Tanjung Morawa Nomor 470/574 tanggal 14
September 2021, diberi tanda Bukti..c...ccceueiiiieeiiiiiiiiiieeee e T-6;

7. Surat Kuasa untuk mengurus segala berkas berkas atas nama Alm Djihar
Hasibuan dan Alm Loiker Pasaribu kepada anak kandung (anak pertama)
bernama leonard Berman Hasibuan, diberi tanda Bukti..................... T-7;

8. Foto Copy dari Foto Copy Surat Permintaan Keterangan ke 1 (satu)
kepada Taruli Br Siahaan, diberi tanda Bukti...........c..ccceeieninnannen .. T-8;

9. Foto copy dari Foto Copy Surat Permohonan Reg No 00001968 yang ditujukan
kepada Camat Tanjung Morawa untuk melegalisasi ganti rugi/ Surat Keterangan
Tanah Hibah, sewa menyewa beserta bangunan dan tanam tanaman yang
selama ini dikuasainya, seluas kurang lebih 189,50 M2 yang terletak di Dusun VII
(tujuh), Desa Bangu Sari, Kec. Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, Propinsi

Sumatera Utara, diberi tanda BUKti.......c.uviuiiuiieiiiii e eaes T-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan
sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-8 dan T-9 berupa fotokopi dari
fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan
bukti surat tersebut kepada Kuasa Para Penggugat, kemudian fotokopi bukti
surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-
surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat
untuk mengajukan Saksi 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan dibawah
sumpah yaitu:

1. Saksi ASIDO SIMANJUNTAK;
- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi hanya kenal dengan keluara Alm
Leonard Hasibuan;
- Bahwa Leonard Hasibuan meninggal pada tanggal 3 Maret 2021, akan
tetapi saksi tidak ikut sewaktu acara penguburan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian apapun karena pada saat
kejadian saksi berada diluar rumah yang sedang diributkan Tergugat.

Pada saat alm Leonard Hasibuan di semayamkan di Rumah yang
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dijadikan objek Gugatan, Saksi yang pada saat itu sedang berada
disekitaran rumah tersebut, diusir keluar oleh Pihak Keluarga Hasibuan;

- Bahwa Saksi diusir karena pihak Hasibuan ada yang ingin diceritakan
dengan pihak keluarga Alm leonard Hasibuan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah ahli waris, karena pihak keluarga
Alm Leonard Hasibuan pada saat itu menempati rumah warisan atau
rumah orang tua dari Alm Leonard Hasibuan;

- Bahwa yang Saksi ketahui mereka meminta kunci dan surat rumah
tersebut dan siapa yang meminta Saksi tidak tahu jelas, tetapi salah
satu pihak dari Para Penggugat, akan tetapi tidak diberikan oleh Pihak
Keluarga Alm Leonard Hasibuan;

- Bahwa yang diusir adalah Saksi dan Saksi Mala H Simanjuntak;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Pihak Para Pengguat meributkan

rumah yang ditempati Alm Leonard Hasibuan semasa hidupnya hingga ia

meninggal, yang mana rumah tersebut milik orang tua dari Alm Leonard

Hasibuan;

2. Saksi MALA ERWINA SIMANJUNTAK;

- Bahwa Saksi mengenalinya, sebelum meninggal Saksi berada dirumah
tersebut sampai saat Alm Leonard Hasibuan meninggal;

- Bahwa Saksi berada di tempat tersebut dan Saksi mendengar
Penggugat Erna Suriani Hasibuan ribut dengan istri Alm Leonard

“«

Hasibuan dan mengatakan “ istri alm leonard hasibuan mencuri dan
ingin merebut rumah warisan kedua orang tuanya” dan Erna Suriani
Hasibuan juga ada mengusir keluarga Alm Leonard Hasibuan dan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alm Leonard Hasibuan berapa
bersaudara, yang Saksi ketahui alm Leonard Hasibuan anak pertama;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai persoalan rumah warisan;

- Bahwa mereka meminta surat rumah dan kunci rumah yanng ditempati
Alm Leonard Hasibuan, karena mereka bilang itu rumah dari orang tua
mereka;

- Bahwa Yang Saksi ketaui permasalahan tersebut ada pada saat Alm
Leonard Hasibuan meninggal dunia, semasa hidup Alm Leonard
Hasibuan tidak ada masalah apapun;

- Bahwa rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong tidak ditempati
siapapun;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai persoalan rumah warisan;

- Bahwa mereka meminta surat rumah dan kunci rumah yanng ditempati
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Alm Leonard Hasibuan, karena mereka bilang itu rumah dari orang tua
mereka;

- Bahwa yang Saksi ketaui permasalahan tersebut ada pada saat Alm
Leonard Hasibuan meninggal dunia, semasa hidup Alm Leonard
Hasibuan tidak ada masalah apapun;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) pada
persidangan tanggal 27 Juni 2022, dan pada akhirnya mohon dijatuhi putusan
dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini
dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan

putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada
pokoknya adalah dalil mengenai harta waris yang belum dibagi, dimana
Tergugat menguasai surat-surat asli dari obyek harta warisan berupa :

1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas + 190 M2 (Rumah
Peninggalan Pewaris), yang terletak di Dusun VII Desa Bangun Sari, Kec.
Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai
dengan Surat Keterangan Tanah No: 72655/A/XI/8, Tanggal 3 September
1974, yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;

2. Sebidang Tanah seluas + 3.240 M2 jenis sawah, yang terletak di Desa
Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan
Surat Keterangan No. 593.21/065, Tanggal 30 Juni 1992, yang diterbitkan
oleh Kepala Desa Bangun Sari dan diketahui Camat Tanjung Morawa;

3. Tanah seluas £ 2830 M2, yang terletak di Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung
Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.
70904/A/X1/8, Tanggal 28 Agustus 1974, yang diterbitkan oleh Bupati
Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai :

a. Legal standing Para Penggugat;

b. Gugatan Error in Persona;

c. Gugatan Obscuur libel;
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Menimbang, bahwa terkait Eksepsi dari Tergugat, Para Penggugat
telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan
dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait Replik dari Para Penggugat, Tergugat telah
menanggapi dalam Dupliknya vyang pada pokoknya adalah tetap
mempertahankan dalil-dalil dalam Eksepsinya tersebut

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim
berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Legal Standing Para
Penggugat dan Gugatan Error in Persona yang menurut Majelis Hakim
termasuk ke dalam satu klasifikasi genus dalam Eksepsi, maka hal tersebut
akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Legal Standing Para Penggugat
dan Gugatan Error in Persona yang pada pokoknya Tergugat menyatakan jika
ada beberapa Penggugat yang bukan termasuk sebagai ahli waris dari
ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU karena merupakan
pasangan dari anak kandung ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER
PASARIBU, termasuk dalam hal tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa

Para Penggugat dalam Gugatannya telah mengidentifikasi para pihak,

khususnya Penggugat | sebagaiAHLI WARIS ALMH. PADMA HERALINA BR.

HASIBUAN yang terdiri dari 4 (empat) orang ahli waris dimana dalam perkara
ini bertindak secara bersama-sama sebagai ahli waris dari Almarhumah Padma
Heralina Br. Hasibuan, selanjutnya Penggugat lll yang diidentifikasi sebagai
AHLI WARIS ALMH. RISMAWATY BR. HASIBUANang terdiri dari 2 (dua)
orang ahli waris dimana dalam perkara ini bertindak secara bersama-sama
sebagai ahli waris dari Almarhumah Rismawaty Br. Hasibuan;

Menimbang, bahwa identifikasi pihak oleh Para Penggugat tersebut,
menurut Majelis Hakim sudah tepat, sehingga Eksepsi dari Tergugat beralasan
secara hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Obscuur Libel, Majelis Hakim
berpendapat jika surat sudah memenuhi formalitas sebuah Gugatan dan
Eksepsi dari Tergugat tidak beralasan, sehingga secara hukum untuk ditolak;
DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada
pokoknya adalah dalil mengenai harta waris yang belum dibagi, dimana

Tergugat menguasai surat-surat asli dari obyek harta warisan berupa :
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1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas + 190 M2 (Rumah
Peninggalan Pewaris), yang terletak di Dusun VII Desa Bangun Sari, Kec.
Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai
dengan Surat Keterangan Tanah No: 72655/A/X|/8, Tanggal 3 September
1974, yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;

2. Sebidang Tanah seluas + 3.240 M2 jenis sawah, yang terletak di Desa
Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan
Surat Keterangan No. 593.21/065, Tanggal 30 Juni 1992, yang diterbitkan
oleh Kepala Desa Bangun Sari dan diketahui Camat Tanjung Morawa;

3. Tanah seluas + 2830 M2, yang terletak di Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung
Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.
70904/A/X1/8, Tanggal 28 Agustus 1974, yang diterbitkan oleh Bupati
Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat telah
membenarkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa ahli waris dari ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER
PASARIBU adalah 6 (enam) orang anak-anaknya vyaitu LEONARD
BERMAN HASIBUAN (ALM), PADMA HERALINA BR. HASIBUAN (ALM),
LANARTA RUMIA BR. HASIBUAN, RISMAWATY BR. HASIBUAN (ALM),
NURSI DUMARIA BR. HASIBUAN, dan ERNA SURIANI BR. HASIBUAN;

b. Bahwa ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU telah
meninggalkan harta waris yang hingga saat ini masih belum dibagi yaitu :

1) Sebidang tanah dan bangunan seluas + 190 M yang terletak di Dusun
VIl, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 72655/A/XI/8
yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang tertanggal 3 September
1974;

2) Sebidang tanah sawah seluas * 3.240 MP yang terletak di Desa Bangun
Sari, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan No.
593.21/1065 vyang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Sari
tertanggal 30 Juni 1992;

3) Sebidang tanah seluas + 2830 M yang terletak di Desa Bangun Sari,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan
Surat Keterangan Tanah No. 70904/A/X1/8 yang dikelluarkan oleh
Bupati Deli Serdang tertanggal 28 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Para Penggugat pada

pokoknya adalah dalil mengenai harta waris yang belum dibagi, akan tetapi
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harta waris yang belum dibagi tersebut adalah berupa tanah yaitu : 3 (tiga)
bidang tanah, yang mana masing-masing tanah tersebut (harta waris) tersebut
dialaskan pada Surat Keterangan Tanah;

Menimbang, bahwa dikarenakan harta waris yang menjadi pokok
Gugatan aquo berupa tanah, maka Majelis menawarkan kepada Para Pihak
untuk melakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana diatur dalam Surat
Edaran Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, akan tetapi
Para Pihak tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengamatan Mahkamah Agung
bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tidak
dapat dieksekusi (non executable) karena obyek perkara atas barang tidak
bergerak misalnya ladang, tanah beserta bangunannya, sawah, tanah
perkarangan dan sebagainya tidak sesuai dengan diktum putusan, baik
mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan
dilaksanakan, sebagai akibat tidak pernah dilakukannya pemeriksaan
setempat atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat ini, juga salah satu hal
yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian. Secara formil Pemeriksaan
Setempat tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg,
maupun Pasal 1866 KUHPerdata, namun pemeriksaan setempat ini berfungsi
agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa,
sehingga Pemeriksaan Setempat ini juga dipakai oleh Hakim sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti tentang posita maupun
petitum gugatan Para Penggugat akan tetapi tidak mengadakan sidang
lapangan terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan banyaknya perkara perdata yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan tetapi tidak dapat
dieksekusi oleh karena objek perkara tidak sesuai dengan diktum putusan,
baik menganai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi
akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas,
agar tidak menyusahkan pelaksanaan Putusan dikemudian hari, terhadap
perkara aquo, dengan mempertimbangkan petitum angka 3, 4, 5, 6 dan 7 yang
semuanya tidak lepas dari keberadaan harta waris yang belum dibagi tersebut
yaitu : 3 (tiga) bidang tanah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat,

terhadap keberadaan 3 (tiga) bidang tanah yang merupakan harta waris, akan

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor299/Pdt.G/2021/PN Lbp

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk memastikan keberadaan
letak dan definitif batas-batasnya, ukuran serta kualitas maupun kuantitasnya
mengakibatkan tidak jelasnya harta waris yang didalilkan didalam Gugatan
Para Penggugat, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima (Niet onvankelijk verklaard) maka petitum Para Penggugat tidak perlu
dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan
tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang
kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ini
ditaksir berjumlah Rp 955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 833 Burgerlijke Wetboek, Reglemen Hukum
Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura Stb No. 1927/227, serta

peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima fiet

ontvankelijke verklaard);

2. Menghukum Para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini berjumlah Rp

955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh
kami, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Irwansyah,
S.H., dan Hendrawan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 23 Desember
2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, diucapkan
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dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota tersebut, Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera

Pengganti dan Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irwansyah, S.H. Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;
2. ATK : Rp100.000,00;
3. Panggilan : Rp805.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat : 0,00;
5. Materai : Rp10.000,00;
6. Redaksi : Rp10.000,00;

Rp0,00;
Jumlah : Rp955.000,00;

(sembilan ratus lima puluh lima ribu
rupiah)
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